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ABSTRAK

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar
Minyak Bersubsidi

(Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

CANDRO SIMAMORA
218400164
Bidang Hukum Kepidanaan

Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar minyak agar harga tetap
dalam kondisi yang stabil, maka salah satu kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah adalah dengan mensubsidi bahan bakar minyak jenis solar agar
masyarakat yang memiliki ekonomi rendah tetap mampu untuk memperoleh bahan
bakar minyak jenis solar. Namun dalam kenyataannya, masih banyak subjek hukum
melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah
disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara
pribadi maupun untuk korporasi. Tindakan penimbunan bahan bakar minyak yang
disubsidi oleh pemerintah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana, oleh sebab itu
penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dua permasalahan penting yaitu
Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana dan bagaimana
Pertimbangan Hukum Hakim putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris wawancara secara
langsung dengan narasumber dan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan
serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan
hukum pertanggungjawaban pidana pelaku penimbunan bahan bakar minyak
bersubsidi diatur didalam Pasal 55 angka 9 Pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat
Bab III UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi. bahwa terdakwa Parlin alias Alin tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, sehingga Majeli
Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan
hukum.

Kata Kunci: PertanggungJawaban Pidana, BBM, Subsidi.
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ABSTRACT

Criminal Liability for Perpetrators of Subsidized Fuel Hoarding

(Study of Decision Number 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

CANDRO SIMAMORA
218400164
Field of Criminal Law

The government in maintaining economic stability and to meet the needs of
the community for the use of fuel oil so that prices remain in a stable condition,
then one of the policies implemented by the government is to subsidize diesel fuel
so that people with low economic conditions can still afford diesel fuel. However,
in reality, there are still many legal subjects committing criminal acts of hoarding
diesel fuel that has been subsidized by the government with the aim of obtaining
personal or corporate benefits. The act of hoarding fuel oil subsidized by the
government is included in the qualification of a criminal act, therefore this study
will examine in more depth two important issues namely How the Legal Regulation
of Criminal Liability and how the Legal Considerations of the Judge in Decision
Number 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The method used in this study is normative-
empirical direct interviews with sources and legislation and literature as well as
qualitative analysis. The results of this study indicate that the legal provisions for
criminal liability for perpetrators of subsidized fuel hoarding are regulated in
Article 55 number 9, Article 40 paragraph 5, part four, Chapter Il of Law No. 6 of
2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of
2022 concerning Job Creation, amending Law No. 22 of 2001 concerning Oil and
Gas. The defendant, Parlin, alias Alin, was not proven guilty of committing the
crime as charged by the Public Prosecutor on both the first and second charges.
Therefore, the Panel of Judges concluded that the defendant should be acquitted of
all legal charges.

Keywords: Criminal Liability, Fuel, Subsidies.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam
termasuk didalamnya hasil bumi Indonesia yang begitu melimpah. Salah satu hasil
bumi Indonesia yang sangat melimpah adalah minyak dan gas bumi yang kemudian
diolah menjadi bahan bakar minyak atau dalam kalangan umum biasanya disingkat
BBM. Bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari
pengilangan minyak mentah yang berada didalam perut bumi kemudian dilakukan
pengolahan untuk menghasilkan produk minyak yang salah satunya adalah bahan
bakar minyak atau BBM.! Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan yang
paling mendasar bagi masyarakat sebab hampir disetiap kehidupan manusia
khususnya masyarakat Indonesia menggunakan dan bahkan bergantung pada bahan
bakar minyak baik dalam bentuk kegiatan produksi maupun kegiatan lain yang
bersifat kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, sebagai kebutuhan yang sangat
vital, komoditas minyak dan gas bumi menjadi kebutuhan yang terus dan harus
dipenuhi oleh Negara melalui pemerintahan kepada masyarakat.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang pada paragraf 5 bagian minyak dan gas bumi pada Pasal

1 angka 4 menyebutkan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang

"Dewi Yuliana, dkk “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap
Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi ” Jurnal
Citizensip Virtues, Vol. 2. No. 2. (Mei, 2023). Him. 321.
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berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, kemudian Pasal 1 angka 1 menyebutkan
bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk
aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses
penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang
berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pengolahan terhadap hasil bumi Negara di Indonesia dikuasai dan dikelola
oleh Negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia hal
tersebut sebagaimana ditegaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang
menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari
substansi pasal tersebut diatas maka dapatlah kita pahami bahwa seluruh hasil bumi
termasuk didalamnya bahan bakar minyak berada pada penguasaan Negara yang
kemudian diolah dan dipergunakan untuk tujuan kemakmuran rakyat.’

Sebagai bentuk dari pengendalian Negara terhadap pengelolaan dan
penetapan harga terhadap bahan bakar minyak pemerintah melalui Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral memberikan tugas dan tanggung jawab kepada
Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) untuk mengolah dan menetapkan
harga terhadap setiap hasil produksi minyak bumi yaitu bahan bakar minyak, untuk
tetap menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas harga bahan bakar minyak.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan setia p tahunya mengeluarkan dana subsidi

2Alfin Dwi Novemyanto, Enny Nurbaningsih dan Dian Agung Wicaksono “Konseptualisasi
Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ” Jurnal Esensi
Hukum, Vol. 6. No. 1. (Desember, 2024). HIm. 44.
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untuk bahan bakar minyak. Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah
untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang
tertentu. Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos Jr mengemukakan bahwa
subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam
suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang
dapat meringankan beban penerima.> Dari pendapat diatas, maka dapatlah kita
pahami bahwa hakikatnya subsidi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh
pemerintah dalam membantu atau meringankan beban penerima.

Hakikatnya, pemberian subsidi terfokus pada satu bidang tertentu termasuk
dalam hal ini adalah subsidi bahan bakar minyak dengan tujuan agar menjaga
stabilitas harga dan daya beli masyarakat terhadap bahan bakar minyak sebab bahan
bakar minyak menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam
beraktivitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian subsidi lazimnya
dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi menengah
kebawah untuk tetap memperoleh kebutuhan terhadap bahan bakar minyak.* Salah
satu sifat dari manusia adalah homo economicus yang artinya suatu sifat yang
menunjukan sifat yang berorientasi pada keuntungan pribadi secara finansial tanpa
melihat dampak baik atau buruk yang akan terjadi. Sifat konsumtif manusia

kerapkali menjadikan manusia itu sendiri sebagai pelaku kejahatan. Salah satu

3Anugrah Stephen Soen, dkk “Subsidi di Indonesia” Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi,
Bisnis dan Akuntansi), Vol. 21. No. 1. (April, 2022). Hml. 84.

“Andi Nasdar, Ruddy Watulingas dan Harlay Muaja “Kebijakan Hukum Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah” Lex
Privatum, Vol. 10. No. 3. (Juni, 2022). Hlm. 3.
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kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah penimbunan terhadap bahan bakar
minyak yang telah di subsidikan oleh pemerintah.’

Pemberian subsidi kepada masyarakat oleh pemerintah pada hakikatnya
bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam menjangkau harga dan tetap
mendapatkan bahan bakar minyak untuk tujuan pemenuhan aktivitas masyarakat
itu sendiri, namun realitas yang terjadi pemberian subsidi kepada masyarakat
seringkali menjadi kesempatan atau peluang baik individu maupun korporasi untuk
melakukan kejahatan. Kejahatan yang seringkali terjadi yang berkaitan dengan
subsidi bahan bakar minyak adalah tindakan oknum-oknum atau korporasi tertentu
yang melakukan penimbanun terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi
oleh pemerintah. Para pelaku kejahatan tersebut menimbun bahan bakar minyak
setelah melakukan penimbunan para pelaku kemudian akan mengedarkan kembali
apabila terjadi kelangkaan minyak di masyarakat dengan harga yang tinggi
sehingga mereka memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan penimbunan bahan
bakar minyak tersebut.

Penimbunan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu tindakan
ilegal yang dalam pelaksanaanya barang-barang yang dibatasi kepemilikanya oleh
undang-undang. Dari definisi tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa
penimbunan adalah kegiatan yang dilakukan secara ilegal terhadap barang atau
benda yang diberikan batasan dalam pemilikan barang tersebut. Salah satu

kejahatan penimbunan dalam konteks bahan bakar minyak adalah penimbunan

SBoy Muhammad Putra, Ardiansyah dan Bagio Kadaryanto “Tinjauan Normatif Penjualan
BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang
Minyak dan Gas Bumi” Jurnal JAPS, Vol. 2. No. 1. (April, 2021). Hlm. 59.

SJlham Maulana dan Arinto Nurcahyono “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan
Penyalahgunaan BBM Dihubungkan Dengan UU Migas” Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3. No. 1.
(Juli, 2023). Hlm. 50.
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bahan bakar minyak jenis solar.” Penimbunan terhadap bahan bakar minyak
termasuk dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak jenis solar adalah suatu
bentuk pelanggaran hukum hal tersebut sebagaimana dimaksud dan disebutkan
pada Pasal 55 angka 9 Pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat bab I Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi Setiap orang
yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan
bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan
pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah
diberikan subsidi oleh pemerintah selalu menjadi perhatian publik sebab tindak
pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah disubsidi hampir
terjadi setiap tahunya. Salah satu kasus yang terjadi terkait tindak pidana
penimbunan bahan bakar minyak jenis solar terjadi di kota Medan Provinsi
Sumatera Utara yang kemudian pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar
minyak jenis solar tersebut diadili di Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Berikut akan diuraikan kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
yaitu Bahwa ia Terdakwa PARLIN ALS. ALIN bersama-sama dengan saksi Dr.

Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H (berkas penuntutan terpisah) dan saksi EDY

"Vega Mutiara Sumarno “Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi
Syariah” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkul : Skripsi, (Januari, 2023). Hlm. 69.
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(berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak
bulan April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di
Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan
Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Medan, yang menyuruh melakukan, yang menyalahgunakan pengangkutan
dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira bulan April 2022, saksi Kasim yang pada saat
itu berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Lk. II Kelurahan Lalang Kecamatan
Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara didatangi oleh saksi SAMI,
saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, M.H. beserta 3 (tiga) orang lainnya yang tidak
dikenal oleh saksi. Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Dr. Achiruddin
Hasibuan, S.H.,M.H. meminta bantuan saksi Kasim untuk mencarikan 1 (satu) unit
mobil box untuk usaha namun saksi Kasim tidak mengetahui peruntukan mobil
tersebut untuk kegiatan usaha apa. Bahwa selanjutnya sekira bulan September
2022, saksi Kasim mendapat informasi bahwa saksi ROSMAN ingin menjual 1
(satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih silver dengan Nomor
Polisi BK 8085 NA dan selanjutnya saksi Kasim menghubungi saksi ROSMAN
dan mengetahui bahwa mobil tersebut dalam keadaan rusak dan atas kesepakatan
antara saksi Kasim dan saksi ROSMAN kemudian mobil tersebut diperbaiki oleh
saksi ROSMAN. Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut selesai diperbaiki, saksi

Kasim menghubungi saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, SH.,M.H dan
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memberitahukan bahwa mobil yang pernah dimintakan oleh saksi saksi DR.
Achiruddin Hasibuan, SH.,M.H telah ada dan tersedia. Bahwa berdasarkan
informasi saksi Kasim tersebut, saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, SH.,M.H bersama
dengan supirnya kembali menemui saksi Kasim di rumahnya dan kemudian
melakukan penawaran terhadap 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta,
warna putih silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA yang pada akhirnya
disepakati harga mobil tersebut adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan
juta rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran secara transfer pada tanggal 07
Oktober 2022 dari rekening an. Arya Abdul Razzaaq Hasibuan ke rekening BCA
nomor 0420370288 an. ROSMAN dan dari hasil penjualan tersebut, saksi Kasim
mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada bagian-bagian
tersebut, selanjutnya saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H memerintahkan
seseorang bernama JUPANG sebagai supir mobil box BK 8085 NA tersebut untuk
melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak konden/minyak sulingan yang
berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari aceh untuk dijual kembali kepada
pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Bahwa mobil box Nomor Polisi BK 8085
NA dipergunakan sebagai alat angkut dalam kegiatan pembelian Bahan Bakar
Minyak jenis Solar Bersubsidi dari berbagai tempat di daerah Medan sekitarnya
termasuk kabupaten Deli Serdang dan kota Binjai. Bahwa berdasarkan data
dashboard MVP dan transaksi MVP PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
SUMBAGUT bahwa 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih
silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA tercatat melakukan pembelian solar

bersubsidi dari beberapa SPBU sebagai berikut :
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Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibeli dari
SPBU-SPBU tersebut di atas dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan
ratus rupiah)/liter dan tergolong dalam batas normal kemudian diangkut dan
dibawa ke gudang penyimpanan (penimbunan) milik PT ALMIRA NUSA RAYA
yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia
Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, namun
pembelian dari beberapa SPBU tersebut termasuk mencurigakan karena dilakukan
dalam beberapa kali pada hari yang sama dan dalam waktu yang relatif berdekatan.

Bahwa selanjutnya, bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut
dibawa ke gudang penyimpanan yang berada di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru
Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara dan setelah tiba di gudang penyimpanan selanjutnya
dilakukan pembongkaran dan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar tersebut
dari tangki baby tank di dalam mobil box ke dalam salah satu tangki penyimpanan
dengan volume 16 (enam belas) ton untuk disimpan beberapa lama. Bahwa setelah
bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut disimpan dan situasi kelangkaan
bahan bakar jenis solar dan harga yang relatif tinggi, kemudian saksi Dr.
Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H melakukan penjualan kembali kepada konsumen
industri dengan harga diatas harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan
rata-rata keuntungan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter.

Berdasarkan kronologis kasus yang telah diuraikan diatas maka sudah
sepatutnya pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar
tersebut diberikan sanksi pidana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana

oleh pelaku kejahatan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar
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tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan adalah bagian dari
penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum yang pada hakikatnya penegakan
hukum bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadi tindak pidana, oleh
sebab itu para pelaku haruslah dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan
tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan penimbunan
bahan bakar minyak jenis maka penulis akan mendalami lebih jauh perihal
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut melalui penelitian penulisan
skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/Pn
Mdn).”

1.2.  Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dalam
Penimbunan Minyak Bersubsidi?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pertanggung Jawaban
Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar
Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

1.3.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dalam
Penimbunan Minyak Bersubsidi.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pertanggung
Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak
Solar Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian
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Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam pengembangan ilmu
pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum yang berkonsentrasi pada
bidang hukum pidana khususnya pembahasan terkait tindak pidana
penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah disubsidi oleh
pemerintah serta diharapkan menjadi sumber referensi bagi penulis-penulis
berikutnya.

2. Manfaat Praktis.

a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi semua pihak terutama masyarakat
agar lebih memahami pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban
pidana pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar.

b. Sebagai kontribusi pemikiran kepada aparat penegak hukum perihal
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar
minyak jenis solar yang telah disubsidi oleh pemerintah.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan dengan berdasarkan informasi dan
penelusuran kepustakaan pada perpustakan Universitas Medan Area belum ada
penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul
skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sulisa-Universitas Muhammadiyah Mataram pada
tahun 2023 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus Di Polres Sumbawa

Barat)” dengan rumusan masalah :
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a. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan
BBM bersubsidi diwilayah polres kabupaten sumbawa barat?

b. Apa saja kendala-kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM diwilayah polres
sumbawa barat?

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dinata Azhari-Universitas Medan Area
pada tahun 2023 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan
Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi
Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn)” dengan rumusan masalah :
a. Bagaimana bentuk penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak

subsidi bio solar tanpa dilengkapi izin?

b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengangkutan bahan bakar
minyak subsidi bio solar tanpa dilengkapi izin berdasarkan putusan
Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn?

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafi Makarim-Universitas Medan
Area pada tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Tanpa Izin Niaga (Studi Putusan
5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)” dengan rumusan masalah :

a. Bagaimana proses pemberian izin usaha terhadap usaha niaga bahan
bakar di Indonesia?

b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelaku niaga bahan bakar tanpa izin niaga berdasarkan

putusan 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn?
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Dari ketiga penelitian diatas yang telah di tulis oleh penulis terdahulu
terdapat perberdaan yang cukup signifikan antara penulisan skripsi yang akan
dilakukan oleh penulis yaitu dalam penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada
penelitian pertanggungjawaban pidana oleh pelaku serta pengkajian secara
mendalam perihal putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap
pelaku penimbunan bahan bakar minyak yang telah diberikan subsidi oleh

pemerintah.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana
2.2.1.  Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memegang peranan penting dalam sistem
hukum pidana. Konsep ini berladaskan pada asas kesalahan (asas culpabilitas) yang
mencerminkan keseimbangan antara nilai penting yaitu asas kesalahan yang
merepresentasikan nilai keadilan dan asas legalitas yang memberikan jaminan
tentang kepastian hukum. Kendatipun secara universal prinsip dasar dari
pertanggungjawaban pidana adalah mengacu pada kesalahan dari pelaku tindak
pidana namun dalam tataran praktik kerapkali pertanggungjawaban tersebut
dibebankan kepada pihak lain sebab mengacu pada konsep atau asas
pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban mutlak. Sebagai contoh
dalam tataran praktik bahwa pelaku tindak pidana dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana apabila kesalahan dari pelaku dapat dibuktikan.®

Pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai
pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa Belanda disebut torekenbaarheit
dan dalam bahasa Inggris disebut dengan responsibility atau criminaliability.
Pertanggungjawban pidana adalah menjatuhkan suatu hukuman kepada pembuat
tindak pidana sebab perbuatanya yang melanggar hukum yang memunculkan akibat
yang justru dilarang oleh hukum oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana adalah

peralihan hukum dari tindak pidana kepada pembuatnya.” Menurut Van Hamel

8Aryo Fadilan “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” Jurnal Hukum
Positium, Vol. 5. No. 2. (September, 2021). Hlm. 13.
°Ibid.
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pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis
yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat
perbuatanya sendiri, menyadari bahwa perbuatanya itu bertentangan dengan hukum
dan menentukan kemampuan terhadap perbuatanya. Dari pendapat diatas maka
dapatlah kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah beban atau
hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana yang mana
perbuatanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan
sanksi pidana.!”
2.1.1  Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana
a. Mampu Bertanggungjawab.
Dalam konteks hukum pidana yang saat ini digunakan atau Kitab undang-
undang hukum pidana tidak mengatur perihal pertanggungjawaban melainkan
kemampuan untuk bertanggungjawab hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal
44 KUHP R. Soesilo memberikan penjelasan tentang Pasal 44 KUHP dimana
seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku atas suatu
perbuatannya, yaitu :'!
1) Kurang sempurna akalnya, seperti idiot, imbicil, buta, tuli, dan bisu sejak
lahir yang membuat pikiranya tetap sebagai kenak-kanakan.
2) Sakit berubah akalnya, seperti gila, epilepsy dan bermacam penyakit jiwa
lainya.
Kemampuan pertanggungjawaban pidana dinyatakan sah dan dilanjutkan

prosesnya jika terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

19A gus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui
Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapanya (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 5.

""Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016). Hlm.
130.
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Hal demikian berkorelasi dengan kemampuan pelaku tindak pidana, kemampuan
yang dimaksud adalah kemampuan secara psikologi yang dimiliki oleh pelaku
perbuatan pidana dalam menentukan dan memproses tindakan dan kehendak yang
berada didalam diri pelaku.

b. Adanya kesalahan.

Kesalahan menjadi unsur yang sangat fundamental untuk meminta

pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana tanpa

adanya kesalahan maka tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana,
maka oleh sebab itu terdapat tiga definisi tentang kesalahan :!?

1. Kesalahan dalam arti yang lebih luas adalah sama dengan
pertanggungjawaban itu sendiri, dengan kata lain bahwa kesalahan
adalah bahwa perbuatan pelaku merupakan celaan yang diberikan
kepada pelaku atas perbuatanya.

2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan adalah kesangajaan dan
kealpaan.

3. Kesalahan dalam arti sempit adalah sama dengan kealpaan.

Dalam konteks hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yaitu :
a) Kesengajaan

Kesengajaan adalah maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang dilarang oleh undang-undang. Kesengajaan tersebut kemudian terbagi

atas tiga yaitu sengaja sebagai niat, sengaja akan kepastian dan keharusan
dan terakhir sengaja sadar akan kemungkinan.'?

b) Kealpaan

12Ahmad Sofian, 4jaran Kausalitas Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia, 2018). Him. 10.
3Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018). Hlm. 7.
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Kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan yang lahir oleh sebab perilaku
pelaku yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh undang-
undang, sehingga kelalaian itu lahir karena perilaku orang tersebut. Dalam
hukum pidana kelalaian dibagi atas dua yaitu Kulpa perbuatan, delik yang
menitiberatka pada terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum
pidana, dan tidak perlu melihat akibat yang timbul, contoh Pasal 205 KUHP
dan Kulpa akibat, suatu delik yang menitiberatkan pada lahirnya suatu

akibat dari perbuatan pidana. Contoh Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361

KUHP."

Unsur yang paling mendasar dalam delik kealpaan atau yang merupakan
syarat yang wajib ada dalam delik kealpaan adalah tidak adanya dugaan yang
dipikirkan oleh pelaku yang menurut hukum, dengan kata lain bahwa pelaku
berpikir tidak akan ada akibat dari suatu perbuatannya, padahal pemikiran itu
sebetulnya salah, kemudian syarat berikutnya adalah tidak adanya kehati-hatian
sebagaimana yang diharapkan oleh hukum. '

c) Tidak adanya alasan pemaaf

Hubungan antara pelaku dan perbuatannya sangat ditentukan oleh

kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tersebut, pelaku menyadari

tindakan dan akibat dari tindakanya tersebut, serta mengetahui dan
menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui secara sadar bahwa

perbuatannya sangat tercela dimata hukum dan masyarakat, namun hal yang

“Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi (Yogyakarta : Cahaya
Atma Pustaka, 2016). Him. 131.

SLukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2019). Him.
35.
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paling penting dalam unsur tidak adanya alasan pemaaf adalah pelaku tidak

didorong oleh faktor lain.!®
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1.  Definisi Pelaku Tindak Pidana

Terjadinya pelanggaran hukum maupun tindak pidana disebabkan oleh
subjek hukum yang melakukan tindakan aktif maupun pasif yang telah diatur
didalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan terhadap suatu tindak pidana
diwujudkan melalui perbuatan manusia yang merupakan subjek hukum. Menurut
Moelyatno definisi pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur
dalam rumusan delik dan bertanggung jawab atas perbuatanya menurut hukum
pidana. Pendapat lain perihal pelaku tindak pidana juga dikemukakan oleh Roeslan
Saleh yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah seseorang yang
melakukan perbuatan pidana dan memenuhi syarat subjektif (seperti mampu
bertanggung jawab) maupun syarat objektif (melakukan perbuatan sebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang).!’

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli hukum pidana diatas
maka dapatlah kita simpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah subjek hukum
yang memenuhi semua unsur-unsur perbuatan yang telah ditentukan dalam
rumusan substansi pasal secara normatif serta terpenuhinya syarat subjektif dan
objektif dalam diri pelaku tindak pidana sehingga pada akhirnya pelaku dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatanya.

6K rismiyarsi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual (Jawa Tengah : Pustaka
Megister, 2019). HIm. 16.
17A. Joko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana (Surabaya : Ubhara Press, 2019). HIm. 20.
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2.2.2.  Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana

Pada hakikatnya pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan
perbuatan yang melawan hukum dan didalamnya diancamkan pidana atas perbuatan
yang diperbuatnya. Sebagaimana yang dipahami dalam hukum pidana Indonesia
bahwa, perihal pelaku tindak pidana terbagi atas dua bentuk secara umum yaitu
pelaku tindak pidana yang merupakan pelaku tunggal dan pelaku tindak pidana
yang merupakan pihak lain yang membantu untuk melakukan tindak pidana.'® Jika
merujuk pada setiap bunyi substansi pasal-pasal dalam peraturan perundangan-
undangan yang berhubungan dengan hukum pidana maka terdapat frasa yang
menyebutkan “setiap orang atau barangsiapa” yang esensinya adalah merujuk pada
subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut pembagian bentuk (subjek hukum) dalam konteks
hukum pidana dibedakan dalam beberapa bentuk yang berdasarkan pada tingkatan
peran dari pelaku tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah penyertaan dalam
tindak pidana sehingga pembagian bentuk-bentuk pelaku tindak pidana akan
diuraikan sebagai berikut :

1) Pleger (pelaku).

Pleger adalah orang yang secara materil dan persoonlijk nyata-nyata

melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari

rumusan delik yang terjadi. Pleger (pelaku) adalah pelaku tunggal yang

8 Arianus Harefa, Dasar-Dasar Hukum Pidana Pasca Berlakunya KUHP Nasional (Jawa
Barat : Cv : Jejak, 2023). HIm. 142.
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melakukan sendiri tindak pidana tersebut tanpa disertai atau dibantu oleh
pihak lain yang berperan mewujudkan tindak pidana dan akibatnya. '

2) Yang menyuruh melakukan (doenplegen).

Definisi dari doenpleger adalah individu yang melakukan perbuatan
dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya
dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, oleh
sebab itu maka ada dua pihak yang terlibat didalamnya yaitu pelaku
utama tindak pidana dan pihak lain yang berfungsi sebagai perantaraan.
Unsur-unsur dari doenpleger adalah manusia yang digunakan sebagai
alat, kemudian alat (benda) yang dipakai untuk melakukan perbuatan dan
alat yang dipakai tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.
Terpenuhinya unsur delik menyuruh melakukan harus memuat syarat yaitu
terdiri dari dua orang, disatu sisi sebagai orang yang menyuruh melakukan
(penyuruh) dan disisi lain terdapat orang yang disuruh untuk melakukan
perbuatan tersebut, sehingga pemenuhan delik ini haruslah ada penyuruh
dan orang yang disuruh.?

3) Yang turut serta melakukan (medepleger).

menurut momerie van teolicthing dalam hukum pidana yang dimaksud
dengan turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut
berbuat atau turut mengerjakan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah

kejahatan dalam konteks hukum pidana, oleh karena itu kedudukan

YAgusman Heri, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan
(Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Mdn)” Jurnal Abdi Ilmu, Vol. 11. No. 2. (Mei,
2019) Him. 131.

2Yuhendrilus, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai
Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor
06/Pid.B/2019/PN.TIk)” Jurnal Juhanperak, Vol. 2. No. 3 (Juni, 2021). Hal. 971
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(peran) masing-masing pihak adalah sama. Menurut Roeslan Saleh
dalam bukunya yang berjudul delik penyertaan mengemukakan bahwa
mereka yang turut serta melakukan dari perbuatan pidana ialah mereka
yang bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi mereka yang dengan
sengaja ikut mengerjakan perbuatan pidana. Hakikat yang paling
fundamental dalam unsur turut serta melakukan ini adalah bahwa dalam
pelaksanaan perbuatan itu adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat
dari pelaku.?!

4) Penganjur (uitlokers).

Jika merujuk pada pendapat Moelyatno yang menggunakan istilah
uitlokking yang memiliki pengertian penganjuran, kemudian pendapat lain
juga dikemukakan oleh Lamintang yang mengunakan istilah uitlokkers yang
memiliki arti menggerakan orang lain. Kedua pendapat ahli hukum diatas
pada hakikatnya memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu adanya peran
pihak lain yang digerakan atau dianjurkan untuk melakukan tindak pidana
oleh pengajur atau penggerak, dengan kata lain bahwa penganjur atau
penggerak adalah seseorang yang menganjurkan atau menggerakan orang
lain sebagai pelaku tindak pidana sedangkan penganjur atau penggerak
adalah aktor intelektualnya.*?

5) Pembantuan (medeplichtige).

Unsur pembantuan merupakan unsur tersendiri yang diatur secara terpisah

dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan

2Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)” Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 11. No. 1 (Juli, 2022). Him. 71.
2Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2019). Hlm. 206.
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merupakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh para ahli hukum pidana
Indonesia. Pembantuan memiliki pengertian yaitu mereka yang dengan
sengaja memberikan bantuan pada saat terjadinya perbuatan pidana atau
sebelum terjadinya tindak pidana (proses perencanaan tindak pidana),
dengan pengertian lain bahwa orang yang memberikan bantuan tersebut
berperan pada saat atau sebelum terjadinya tindak pidana, perlu dipertegas
bahwa, unsur pembantuan ini diberikan dengan sengaja (sadar). Menurut
Ramelan bahwa dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan
kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana
pokok oleh pembuat tindak pidana.?®
Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk pelaku tindak pidana diatas maka
dapatlah kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk pelaku tindak pidana secara
universal terbagi dalam dua bentuk yaitu pelaku tunggal tindak pidana dan pelaku
lain yang berperan untuk terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana yang terdiri lebih
dari satu pelaku untuk mewujudkan akibat dari tindak pidana tersebut, yang mana
peran pihak lain dalam pelaksanaan tindak pidana dimulai dari perenacanaa hingga
pada akhir pelaksanaan tindak pidana.
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar
Minyak Bersubsidi
2.3.1. Definisi Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Secara normatif definisi bahan bakar minyak dikemukakan dalam Pasal 1
angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

menyebutkan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau

BSiswantari Pratiwi, Op.Cit. Hlm. 75-76.
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diolah dari minyak bumi. Kemudian Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa minyak
bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau
ozokerit, dan bitumen, yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak
termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas
bumi.

Jika merujuk pada pendapat Moelyatno mengemukakan bahwa perbuatan
pidana atau strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.’* Berdasarkan definisi
tersebut jika dihubungkan dengan tindakan menimbun bahan bakar minyak
bersubsidi yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum sebagaimana diatur
didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana telah diaubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan
bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan
bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi
dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 60.000.000.000,00. (enam puluh milliar rupiah).

Berdasarkan penjelesan substansi pasal tersebut diatas maka pengertian

tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi adalah tindakan ilegal

M. TIrsan Arif, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP
(UndangUndang Nomor I Tahun 2023). (Jakarta : Mekar Cipta Lestari, 2023). Hlm. 46
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yang menimbun atau menumpukkan bahan bahan bakar yang telah diberikan
subsidi oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas
penimbunan tersebut dengan menaikan harga bahan bakar minyak. Tindak pidana
penimbunan bahan bakar minyak pada hakikatnya adalah tindak perbuatan
melawan hukum yang melanggar ketentuan pidana yang telah disebutkan dalam
substansi pasal undang-undang yang mengatur tentang minyak dan gas bumi.
2.3.2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar
Minyak Bersubsidi
Perihal unsur-unsur tindak pidana Van Bemmelen menyebutnya sebagai
bestandelen untuk menyatakan hakikat dari tindak pidana. Untuk mengetahui suatu
inti delik, maka rujukanya kembali pada awal redaksi pada saat pembentukan
peraturan perundang-perundangan. Sedangkan elementen adalah unsur-unsur yang
secara diam-diam ada, yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana unsur-
unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan sifat melawan
hukum.?®
Tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam konteks
undang-undang minyak dan gas bumi hanya diatur pada satu pasal yaitu Pasal 55
yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga
bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang
disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan
pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00. (enam puluh milliar rupiah)”.

Sehingga unsur-unsur dari tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak adalah

PMuhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana (Fakultas Hukum : IAIN Jember,
2021). Him. 42.
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A. Setiap orang.

Unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban
yang dapat melakukan perbuatan pidana baik yang dilakukan oleh seseorang
ataupun yang dilakukan secara berkelompok.

B. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar
Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liguefied petroleum gas yang
disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan
penugasan Pemerintah.

Unsur pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau
hasil olahanya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan,
termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan
yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, expor impor
minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
Sedangkan unsur penyalahgunakan adalah apabila kegiatan tersebut dalam
pengangkutan terhadap BBM Solar Subsidi dan atau Niaga Solar Subsidi itu
dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan
usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara
seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan
penjualan bahan bakar keluar negeri.*®

Dari kedua penjelasan unsur tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak

tersebut maka dapatlah kita simpulkan bahwa terdapat subjek hukum yang berperan
sebagai pelaku tindak pidana baik perorangan maupun korporasi yang perbuatan

yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara pengangkutan bahan bahan bakar

26Jlham Maulana dan Arinto Nurcahyono, Op. Cit. Hlm. 52.
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minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah dengan perbuatan penyalahgunaan
bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh yang secara nyata melangar
substansi Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sehingga perbuatan
pelaku tindak pidana adalah kualifikasi tindak pidana penimbunan bahan bakar

minyak yang telah di subsidi.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Agustus 2024

hingga bulan Februari 2025. Kegiatan dalam penelitian ini akan terstruktur

berdasarkan pada langkah-langkah yang telah direncanakan dengan baik oleh

peneliti. Rincian langkah-langkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail

dalam tabel berikut ini:

1.1.Tabel Jadwal Penelitian

Bulan/Tahun

3. Penelitian

No | Kegiatan Agustus | November | Desember Juli September
2024 2024 2024 2025 2025
112314 (1234 [1]23[4|1(2|3(4]|1(2|3|4
1. | Pengajuan
Judul
2. | Seminar
Proposal

4. Penulisan dan
bimbingan
skripsi

Seminar hasil

5. | Sidang

3.1.2.  Tempat Penelitian

Tempat merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Tempat

penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan hasil

data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini di Pengadilan
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Negeri Medan jalan Pengadilan kelurahan No. 8 Petisah Tengah,
Kecamatan, Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
3.2.  Metodologi Penelitian
3.2.1.  Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
normatif. Jenis penelitian ini disebut juga jenis penelitian hukum doktrinal
atau penelitian kepustakaan. Kajian hukum yuridis-normatif mengkaji
hukum  tertulis  seperti  peraturan  perundang-undangan  yang
mengelaborasikan sudut pandang dari berbagai teori, filsafat, perbandingan,
struktur hukum, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal, keformalan
dan sifat mengikat secara hukum.?’ Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan secara peraturan perundang-undangan
yaitu dengan tindakan menilai, menganalisis, dan membandingkan serta
menghubungkan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi
dengan penelitian ini.
3.2.2.  Jenis Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar yang digunakan untuk
membedah lebih dalam permasalahan dalam skripsi ini. Bahan hukum
primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

2"Muhammad Citra Ramadhan, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Y ogyakarta : Kaizen
Sarana Edukasi, 2023) Hlm. 27.
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menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk
mendukung penjelasan atau penguraian bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder dapat berupa buku-buku, literatur hukum, asas hukum,
teori-teori hukum, doktrin hukum, dan jurisprundensi yang memiliki
kaitan dengan penelitian ini.?®
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer dan sekunder untuk menganalisis lebih dalam yaitu
kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang
berkaitan dengan penelitian ini.
3.2.3.  Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan (/ibrary research) merupakan cara dengan
mengumpulkan berbagai bahan yang berhubungan dengan penelitian
yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penelitian
kepustakaan yang digunakan adalah bahan buku bacaan, asas-asas
hukum, teori hukum, literatur hukum, buku dan peraturan perundang-

undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

28Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 318.
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Menurut Sugiyono penelitian kepustakaan berkaitan erat dengan kajian
teoritis dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai dan norma.?’
b. Penelitian Lapangan (field research)
Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan
dengan berkomunikasi atau wawancara secara langsung kepada
responden atau narasumber dilapangan, seperti melakukan wawancara
kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Medan.*°
3.2.4. Analisis Data
Analisis data adalah tindakan untuk mengkonsentrasikan pada data primer,
sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian ini untuk disusun secara
sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian yuridis-normatif tindakan yang
dilakukan adalah analisis secara deskriptif, artinya penulis akan
memberikan gambaran atas subjek dan objek berdasarkan hasil penelitian
penulis. Analisis data menjadi alat untuk mengkaji secara lebih dalam
masalah yang sedang diteliti serta sebagai pisau analisis pada masalah yang
sedang diteliti, jenis analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif

dengan pendekatan secara deduktif.’!

2 Abdul Wahid dan Nur Afni, Karya Tulis IImiah, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2023) Hlm.
141.

3%Yudo Handoko, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing
Indonesia, 2024) Him. 51.

31Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Pers, 2016). Him.
12.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
1. Pengaturan hukum perihak minyak dan gas bumi serta pertanggungjawaban
pidana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
dan Gas Bumi, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden
Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 43 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan terakhir kali diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sedangkanpertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak
(BBM) jenis solar diatur didalam Pasal Pasal 55 angka 9 Pasal 40 paragraf 5
bagian ke empat Bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertanggungjawaban pidana yang
diberikan kepada pelaku adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana

denda.
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2.

Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara Putusan Nomor
1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn menyatakan dan menyimpulkan dalam
pertimbangan hukumnya, bahwa terdakwa Parlin alias Alin tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua,
sehingga Majeli Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan

dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

5.2. Saran

1. Diharapkan, dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang ada,

aparat penegak hukum lebih kompatibel dan menjunjung tinggi nilai
keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum demi mewujudkan kebenaran
hukum terhadap masyarakat serta memperkuat pengawasan dalam
pendistirbusian bahan bakar minyak terkhususnya di Sumatera Utara dan

secara umum di Indonesia.

2. Diharapkan, kepada setiap Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan

hingga pada putusan suatu perkara tindak pidana agar lebih pro aktif dalam
mengungkap kebenaran materil untuk memperoleh keadila, kepastian dan

kemanfaatan hukum.
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Hasil wawancara dengan narasumber

1. Bagaimana pendapat bapak terkait pentingnya pemebrantasan tindak pidana
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam sistem Hukum di
indonesia?
Tanggapan narasumber:
Pemberantasan tindak pidana penimbuana bahan bakar minyak bersubsidi
sangatlah penting untuk dilakukan karna tindak pidana tersebut sangat
merugikan masyarakat dan bisa mengakibatkan kelangkaan BBM terutama
jenis solar dan mengakibabkan harga bbm menjadi lebih mahal di banding
sebelumnya. Oleh karna itu haruslah dilakukan penegakan hukum yang tegas
terhadap pelaku tindak pidana penimbuanan bahan bakar minyak bersubsidi.

2. Apa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak
bersubsidi ?
Tanggapan narasumber:
Dalam perkara ini JPU tidak dapat membuktikan bahwasanya terdakwa adalah
pemilik dari mobil tengki yang di jadikan alat bukti saat ini dan juga JPU tidak
menghadirkan saksi sekaligus pelaku yang bernama Jupang di persidangan
dengan alasan tidak ditemukan atau status sebagai buronan .

3. Mengapa dalam putusan 1304/Pid-Sus/2023/PN.Mdn) Hakim memberikan
putusan bebas terhadap pelaku?
Tanggapan narasumber:
Dalam putusan tersebut Hakim yang memberikan putusan menganggap JPU

gagal dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan bukti
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yang di tunjukkan di persidangan belum cukup kuat untuk menyakinkan Hakim
bahwa terdakwa bersalah dan juga terdakwa didalam kasus ini hanyalah sorang
pekerja di perusahaan tersebut bukan pemilik perusahaan tersebut.

4. Apakah Pasal 55 angka 9 pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat Bab III Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 belum cukup kuat untuk memberikan hukuman
pada terdakwa?

Tanggapan narasumber:

Pasal 55 tersebut sudahlah cukup kuat untuk memberikan hukuman kepada
terdakwa namun Hakim berpendapat bahwa terdakwa disini hanyalah pekerja
yang taat dalam menjalankan tugas dan kembali ke pertanyaan sebelumnya
saksi Jupang sekaligus pelaku tidak dapat dihadirkan di persidangan.

5. Apakah bapak memiliki saran terkait perubahan atau penyempurnaan hukum
untuk meminimalisir tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak
bersubsidi?

Tanggapan narasumber:

Dalam materi hukumnya tidak menjadi masalah namun para aparat penegak
hukumnya yang kurang jeli atau pun kurang efektif dalam menangani suatu
tindak pidana, artinya penegak hukum harus mampu menangkap para pelaku
tindak pidana bukan hanya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak
bersubsidi namun semu tindak pidana yang terjadi di Negara kita ini agar
hukum yang ada berjalan dengan efektif.

6. Menurut bapak apa yang menjadi tantangan atau hambatan utama yang terjadi
di aparat penegak hukum sehingga sulit untuk menangkap para pelaku tindak

pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi?
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Tanggapan narasumber:

Hambatan utama dalam penegakan tindak pidana ini adalah kurangnya
kordinasi antara aparat penegak hukum atau pun mungkin adanya oknun-
oknum aparat penegak hukum yang menutu- nutupi tindak pidana tersebut
sehingga sulit untuk di berantas.

7. Apa yang menjadi harapan bapak terhadap penegakan hukum di indonesia
terkait dengan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi?
Tanggapan narasumber:

Harapan yang paling besar adalah kerjasama antara penegak hukum dalam
memberantas tindak pidana tersebut dan bukan hanya oleh aparat penegak
hukum namun masyarakat juga ikut serta dalam penegakan nya agar tindak

pidana tersebut tidak merugikan Negara maupun masyarkat.
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